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<b>ABSTRAK</b><br>

Topik keuangan daerah selalu menarik lantaran keuangan daerah menjadi suatu variabel utama untuk
mengukur dergjat otonomi daerah. Banyak sudah observasi yang sampal pada pendapat bahwa lemahnya
pel aksanaan otonomi daerah di Indonesia hampir semuanya akibat dari rendahnya pendapatan asli daerah
sendiri, sehingga daerah-daerah menjadi tertinggal karenatidak mampu mengadakan sendiri komoditas
publiknya. Minimnya PADS berawal dari terbatasnya kekuasaan atau kewenangan daerah menguasai aset
produktif setempat, dan ini seolah given bagi daerah, terufamaDati 11. Ini berkait langsung dengan
pelaksanaan UU N0.32/1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Otonom yang
sedemikian rupa membatasi ekstensifikasi jenis PADS kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang
tersebut. Undang-undang itu memang telah dicabut bulan Mei 1999 dan diganti dengan UU PKPD yang
baru, namun pada tataran praktis belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya progress, sehingga
daerah tetap saja seperti masih berada di eralama.

<br />

<br />

Apayang dapat dilakukan pemerintah (Pusat Dati | dan Dati 11) adalah menggelar kebijakan perpajakan
daerah yang bersifat teknis, dalam hal ini memperbaiki metode pemungutan pajak dan retribusi, seperti
aplikasi RIAP. Dengan demikian, ada asumsi bahwa rendahnya pendapatan asli Dati || bukan semata soal
kurangnya kewenangan namun juga karena ketidakmampuan aparat perpajakan daerah. Kinerja aparat
daerah, dengan demikian. dianggap lemah. Alasannya, teori mengatakan semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi atau semakin maju suatu negara dan daerah maka semakin besar proporsi sektor formal yang depat
dikenakan pajak. Semakin linggi pendapatan per kapita akibat pertumbuhan ekonomi itu maka semakin
besar proporsi pendapatan yang dibelanjakan di sektor jasa. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi daerah
rata-rata tergolong tinggi selama Orde Baru, namun ada gap yang menganga antara tingginya perlumbuhan
ekonomi itu dengan rendahnya PADS. Berarti terdapat kapasitas pajak (tax capacity) yang besar namun
tidak dapat dijangkau oleh aparat daerah karena rendahnya kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk itu
aparat perpaakan daerah harus diberdayakan secara teknis melalui suatu program usistensi.
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L antas sgjauhmana dampak dan asistens itu dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat birokrasi
perpajakan daerah? Lebih tepat lagi seberapa efektifkah RIAP mampu meningkatkan PADS, pajak daerah
dan retribusi daerah? Tesisini mengukurnya dari berbagai segi atau kriteria yang merupakan ukuran relaiif
untuk menjawab pertanyaan itu dengan lokasi penelitian Kotamadya Bogor, suatu Dati Il yang diasumsikan
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memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Ukuran tersebut adalah (i) revenue adequacy ratio (ratio
kecukupan) yakni perbandingan antara penerimaan asli daerah baik secaratotal maupun individual dengan
pengeluaran total APBD maupun pengeluaran rutin APBD; (ii) administrative efficiency ratio (rasio
efisienst administrasi) yakni perbandingan anfara biaya rutin dinas penghasil jenis PADS tertentu dengan
jumlah penerimaan PADS yang berhasil dipungutnya; (iii) effectivity ratio (ratio efektivitas) yakni
perbandingan antararealisasi pungutan PADS dengan target yang tercantum dalam APBD: (iv) elasticity
(elastisitas) dan buoyancy yakni respon atau perbandingan antara persentase perubahan penerimaan PADS
terhadap persentase perubahan PDRB dan persentase perubahan PDRB termasuk efek diskresioner RIAP.
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Untuk hal terakhir digjukan hipotesis, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perubahan PDRB dan
kebijakan diskresioner RIAP terhadap penerimaan PADS.

<br />

Keempat prinsip itu akhirnya digabung secara matriks dan diberi skor, untuk mendapatkan jumlah total
penilaian sehingga diketahui angkaindikasi jenis atau kelompok pendapatan asli daerah sendiri mana yang
paling banyak mendapatkan dampok positif dengan adanya aplikosi RIAP. Ternyata pajak hotel dan restoran
merupakan jenis PADS yang paling bagus kinerjanya setelah mendapat asistensi RIAP, diikuti penerimaan
Total pajak daerah, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak perusahaan. Menjadi menarik, bahwa
penelitian ini membuktikan bahwa semua retribusi menerima dampak negatif dari aplikasi RIAP, baik
penerimaan total maupun individual. Dalam hal ini kila dapat membangun kesan bahwa metode RIAP tidak
begitu cocok untuk diterapkan pada retribusi. Oleh karenaitu direkomendasikan agar RIAP disempurnakan.

<br />



